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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 237 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS J<EPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwCl untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ket..;angan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan; .

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aj:lara~ur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan pe,merintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
UncJang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
N:)mor 102 TahL!n 2012;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota;

14. PerClturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan I<euangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang PendaKaran Penduduk
dan Pencata(an Sipil;

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daarah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPiL.

BABI

KETENTUAN UMUM

PasClI 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusl.!s Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badar. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

10. Dinas Kependud:.lkan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1:<. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

16. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi yang
se!?njutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil pada Kota Administrasi. .

17. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi
yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu;

18. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

19. Kecamatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Camat adalah Camat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

21. Seksi Dinas KependiJdukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah
Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kecamatan.

22. Kepala Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada Kecamatan.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
ad81ah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

24. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

25. WNI adalah Singkatan dari warga negara Indonesia.

26. Orang Asing adalah Orang yang bukan warga negara Indonesia.
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27. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatall penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi
Admini.strasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

28. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri SilJil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

.perundang-undangan. .

29. Pegawai Negeri Sipil ada.lah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatl.!r Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
!ndor,esia yang memenuhi syarat tertentu, yang dia:1gkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAI~ FUNGSI

Pasal2

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Dina" yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Guhernur melalui Sel(retaris Daerah.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

. Pasal3

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melakscmakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nyat (1), Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dC'kumen pelaksanaan anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan
.'3dministrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;

e. penglJmpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukcm;

f. pengawasan dan pengendalian mobilitas pendu-:luk;
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g. pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang
berslfat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan;

h. pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi
k8pendudukan;

penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;

j. pemutakhiran data pendllduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;

1<. pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam
administrasi kependudukan;

I. pambinaan dan pengembang1ln tenaga fungsional kependudukan dan
pencatatan sipil;

m. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung­
jawabctn penerimaan retriJusi di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

n. penyediAan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana d3n sarana kerja di bidang kependudllkan dan pencatatan
sipil;

o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

p. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas :<ependudukan dan
Pencatatan Sipil; dan

t pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Cinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ,

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan urganisasi Dinas KepGndudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai
berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1, Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian;

3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan

4. Subbagian Keuangan.
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ce. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

1. Sek~i Iderltitas Penduduk;

2. Seksi Mutasi Penduduk; dan

3. Seksi Penduduk Ren~an Administrasi Kependudukan.

d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1 Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan

3. Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasi dan
Pembatalan Akta.

e. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :

1. Seksi Penelitian dar. Pengembangan;

2 Seksi Statistik Vital Kependudukan; dan

3. Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi.

f. Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan,-terdiri
dari:

~. Seksi Penertiban;

2. Seksi Keriasama Administrasi Kependudukan; dan

3. Seksi S0sialisasi.

g. Suku Dinas Kota;

h. Scku Dinas Kabupaten;

i. Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;

j. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kelurahan;

k. Unit Pelaksana Teknis; dan

I. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bag&:-, susunan organisasi Dinas Kependudukan darl Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasai 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoordinasikdn pelaksanaan tugas dan fungsi Sekre'(ariat, Bidang, Suku
Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
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e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaall tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipi!.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Dinas Kependudukan dan
Peneatatan Sip!!.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas Y<lng berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Kependudukan dan
Peneatatan Sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimek::ud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

Dinasbarangdan
.'

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaKsanaan anggaran
Sekretariat;

c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil;

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi reneana strategis,
sClrta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan
Peneatatan Sipil oleh unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

e. pengoordinClsian penyusunan kebijakan, pedoma;l dan standar teknis
administrasi kependudukan;

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan
Kependudukan dan Peneatatan Sipil;

g. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
administrasi kependudukan;

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Kependudukan dan Peneatatan Sipil;

i. pengelolaan kearsipan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j. pelaksanaan publikasi kegiatan, upaeara dan pengaturan aeara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
Kantor Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil;

I. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat.
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Pasal 8

(1) Subbagian Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan
administrc;si umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi!.

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sek,Ejtariat sesuai dengan Iir.gkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

G. melaksanakan kegiatan penge10laan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Dinas Kependudukan dan Pencaiatan Sipil;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

e. mel<.iksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Dinas KepfmduQukan dan Pencatatan
Sipil;

f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung dinas dan peralatan kerja kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

g. melaksc;nakan pengelolaan ruang rapatlruang pertemuan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja
kctntor Dinas Kependudl1kan dan Pencatatan Sipil;

j. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan
prasarana dan sarcina kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

k. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

I. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

m. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal 9

(1) Subbagian Ke,egawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam
pelakGanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
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(3) Subb"!gian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretaiat sesuai dengan lingkup tugasnya;

':>. melaksanakan rencana stralegis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

G. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. melaksanak::tn pengurusan kesejahteraan pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. m81aksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi
disipilin pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi
dan dokumen kepegawaian; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subb'3gian Kepegawaian.

Pasal10

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan satuan kerja
Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan tLIgas penganggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagi'3n yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencan8 strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menghimpun bahan dan menyusun rer.cana strategis, rencana kerja
dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. mengourdinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan rlan laporan
terhadap unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan
2kuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. m"!ngoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan, akuntabilitas
Sekretariat; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perencanaan dan Anggaran.
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Pasal 11
,
(1) Subbagian KeL!angan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipi!.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Keuangan mem~unyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. rT,eiaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan
.:ian Pencatatan Sipil;

d. menghimpun dan meliyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e menerima. meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat
Permintaim Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;

f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Memba~'ar (SPM);

g. menghimpul1 bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan
bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i. mengoordinasikan tugas Bendahara;

j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 12

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk merupakan unit kerja Iini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pendaftaran
oenduduk.

(2) Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
pendaftaran penduduk.

(2) Untuk melaksarlakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang
Pendaftaran Penduduk menyelenggaraka.n fungsi :

a. penyusunan rencana strateg!s dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pendaftaran Penduduk;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pendaftaran Penduduk;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pendaftaran penduduk;

d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;

e. pelaksanaan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi
t8knis dan evaluasi pendaftaran pe!lduduk;

f. penerbitan dokumen kependudukan berupa sural keterangan pindah
datang penduduk orang asing, surat keterangan pindah ke luar negeri,
surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat
tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan surat
keterangan perubahan status kependudukan;

g. pelaksanaan koordinasi pendataan penduduk yc.ng bersifat khusus
seperti penduduk rentan administrasi kependudukan, penerbitan kartu
tanda penduduk khusus dan penduduk yang bertransmigrasi;

h. pelaksanaan pengembangan dan 6valuasi pendaftaran penduduk; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawahan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidan~ Pendaftaran Penduduk.

Pasal 14

(1) Seksi Identitas Penduduk merupakan satuan kerja Bidang Pendaftaran
Penduduk dalarn pelayanan identitas penduduk.

(2) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
?endaftaran Penduduk.

(3) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Birlang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis mengenai
id'mtitas penduduk;

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelayanan identitas penduduk;

e. melaksanakan kegiatan monitoring, bimbingan, supervisi dan
konsultasi teknis pelayanan identitas penduduk;

f. melaksanakan kegiatan pengembangan dan evalJJasi pelayanan
identitas penduduk;

g. menghimpun, menel!ti dan mengolah bahan penerbitan nomor induk
kependudukan untuk penerbitan dokumen kependudukan bagi orang
asing yang memiliki izin tinggal terbatas;

h. melaksanakan pelayanan Surat Keterangan Tempat :inggal (SKTT)
bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;

i. n,,:.ndokumentasikan hasil pelayanan identitas pencuduk; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Identitas Penduduk.
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Pasal15

(1) Seksi Mutasi Penduduk merupakan satuan kerja Bidang Pendaftaran
Penduduk dalam pelaksanaan administrasi mutasi penduduk.

(2) Seksi Mutasi PendiJduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepad~ol Kepala Bidang
Pendaflaran Penduduk.

(3) Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana stra(egis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. r.1enyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan
administrasi mutasi penduduk;

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi mutasi
penduduk;

e. melaksanakan, ~onitoring, bimbingan, supervisi dan konsultasi teknis
pelayar.an administrasi mutasi penduduk;

f. melaksanakan pelayanan surat keterangan pindah WNI ke luar negeri,
surat keterangan datang WNI dari luar negeri, surat keterangan pindah
datang orang asing, surat keterangan pindah orang asing ke luar
negeri, surat keterangan perubahan status kewmganegaraan, surat
k9terangan perubahan status kependudukan dan surat keterangan
data kependudukan;

g. mendokumentasikan hasH pelayanan administrasi mutasi penduduk;

h. melaksa:lakan pengembangan dan evaluasi pelayamm administrasi
mutasi penduduk; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Mutasi Penduduk.

Pasal16

(1) Seksi ~enduduk Rentan Administrasi Kependudukan merupakan satuan
kerja Bldang Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan administrasi
pendaftaran penduduk rentan Cldministrasi kependuc'ukan.

(2) Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepale Bidang Pendaftaran Penduduk.

(3) Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pendataran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melakGanakan rencana strategis dan dokumen pf.laksanaan anggaran
Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai d<Jngan lingkup tugasnya;
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c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pendaftaran yang bersifat krusus;

d. melClksanakan monitoring, bimbingan, supervisi dan konsultasi teknis
~endataan penduduk rentar. administrasi kependudukan, pendaftaran
penduduk yang bertransmigrasi dan pendaftaran penduduk yang
bersifat khusus;

r.). melaksanakan pengerr.bangan dan evaluasi pendaftaran penduduk
rentan administrasi kependudukan;

f. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk rentan administrasi
kependudukan, pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi dan
p':lndaftaran penduduk yang bersifat khusus;

g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Pendaftaran Penduduk;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pendaftaran Penduduk; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian KeHma

Bidang Pencatatan Sipil

Pasal17

(1) Bidang Pencatatan Sipil merupakan unit karja Hni Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pencatatan sipil.

(2) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
terkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fasal 18

(1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman3 dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pencatatan Sipil;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pe;aksanaan anggaran
Bidang Pencatatan Sipil;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pencatatan sipil;

d. pelaksanaan koordinasi pencatatan sipil;

e. palaksanaan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
teknis pencatatan sipil;

f. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan
sipil;

g. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing;

h. pendokumentasian hasil pencatatan sipil orang asing; dan

i. pelaporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Pencatatan
Sipil.



14

Pasal19

(1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian merupakan satuan kerja Bidang
Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pencatatan 1<elahiran dan kematian.

(2) Seksi Pencatatan Ke:ahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Elidang Pencatatan Sipi!.

(3) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tuga~ :

c.. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. r.lenyusun bahan kebijakan, pedoman dan standa.- teknis pencatatan
kelahiran, pengakuan anzk, pengesahan anak, pengangkatan anak
can kematian;

d. melaksanakan kegiatan monitoring, bimbingan, supervisi dan
konsultasi teknis pencatatan kelahiran dan kemRtian;

e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pencatatan kelahiran dan
kematian;

f. melakukan verifikasi dan validasi data pencatatan kelahiran,
pengakuan anak, pengangkatan anak dan kematian bagi orang asing;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan pencatatan sipil orang asing yang
meliputi, kelahiran, pengakuan anak, pengangkatan anak dan
kematian;

h. mendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan s'pil orang asing;

i. melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi pelayanan
pencatatan kelahiran dan kematian; dan

J. melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pencatatan Kelahiran dan Kematian.

Pasal20

(1) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian merupakan satuan kerja
Bidang Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan dan
perceraian.

(2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipi!.

(3) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
B:dang Pencatatan Sipil sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. mel::lksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijaKan, pedoman dan standar teknis pencatatan
perkawinan, pengesahan anak, pengesahan perjanjian perkawinan
dan perceraian;



i.

j.

15

d. melaksanakan kegiatan monitoring, bimbingan, supervisi dan
konsultasi teknis pencatatan perkawinan, pengesahan anak,
pengesahan perjanjian perk'3winan dan perceraian;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan
J:encatatan perkawinan, pengesahan anak, pengesahan perjanjian
perkawinan dan perceraian;

f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pencatatan perkawinan,
pengesahall anak, pengesahan perjanjian perkawinan dan perceraian;

g. melaksanakan kegiatan p'3layanan pencatatan perkawinan,
pengesahan anak, pengesahan perjanjian perkawinan dan perceraian
bagi orang asing;

h. melakukan verifikasi dan validasi data dan informa3i yang disampaikan
oleh orang asing dalam perkawinan, pengesahan anak, pengesahan
perjanjian perkawinan dan perceraian;

mendokumentasikan hasil pelaksanaan pencatatan perkawinan,
pengesahan anak, pengesahan perjanjian perkawinan dan perceraian
orang asing;

melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi pelayanan
pencatatan perkawinan, pengesahan anak, pengesahan perjanjian
perkawinan dan perceraian; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 21

(1) Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan
Akta merupakan satuan kerja Bidang Pencatatan Sipil dalam pelaporan
lJencatatan sipii luar negeri, mutasi 'dan pembatalan akta.

(2) Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan
Akta dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipi!.

(3) Seksi PelaJ.loran Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan
Akta mempunyai tugas :

a. menyusun b2han rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. meny~sun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaporan
pencatatan sipilluar negeri, mutasi dan pembatalan'akta;

d. menyusun laporan pencatatan sipilluar neg,eri, mu~asi dan pembatalan
akta;

6. melaksanakan kegiatan pelayanan pelaporan pencatatan sipil luar
negeri, mutasi dan pembatalan akta;

.f. melakukan verifikasi dan validasi data dan infol'masi y2ng diterima dari
pelayanan pencatatan sipilluar negeri, mutasi dan pembatalan akta;

g. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pelaporan pencatatan sipil luar
negeri, mutasi dan pembatalan akta;

h. melaksanakan pendokumentasian hasil pelaporan pencatatan sipil luar
negeri, mutasi dar. pembatalan akta;

i. melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan
lJencatatan sipil luar negeri, mutasi dan pembatalan akta;
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j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Pencatatan Sipil;

k. mengoordinasikan periyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pencatatan Sipil; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabl<an pelaksanaan tugas Seksi
Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasi dall Pembatalan Akta.

Bagian Keenam

Bidang Data dan Informasi

Pasal22

(1) Bidang Data dan Informasi merupakan unit kerja Iini Dinas Kep.:lndudukan
dan ?encatatan Sipil dalam pengelolaan data dan informasi administrasi
kependudukan.

(2) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
data dan informasi administrasi kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana stl'ategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Data dan Informasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Data dan Informasi;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan data
dar, informasi administrasi kependudukan;

d. merancang dan menyusun pengembangarl administrasi kependudukan;

e. p'Jngumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pengembangan
data dan informasi administrasi kependudukan;

f. pengoordinasian pend8taan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi hasil administrasi kependudukan;

y. pelaksanaan monitoriny, bimbingan, supervisi dan konsultasi teknis
pengelolaaan data dan informasi administrasi kependudukan;

h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pengolahan dan
pendayagunf'lan data dan informasi administrasi kefJendudukan;

i. pe,lgembangan kerja sama aministrasi kependudukan;

j. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan' data dan informasi administrasi
kependudukan;dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban' pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Data dan Informasi.

Pasal 24

(1) Seksi Penelitian dan Pengembangan merupakan satudn kerja Bidang Data
dan Informasi dalam pelaksanaan pengembangan administrasi
kependudukan dan penyajian data administrasi kependlldukan.
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(2) Seksi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Data dan Informasi.

(3) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

a. menyusCln bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan I:ngkup tugasnya;

c. meny~sun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penelitian
dan .pengembangan data hasH pelaksanaan administrasi
kependudukan;

d. menyusun dan mengembangkan pola data hasH pelaksanaan
administrasi kependudukan;

e. mengelola data dan informasi pada database hasil pendaftaran
pend:.Jduk dan [Jencatatan sipil;

f. memelihara, memutakhirkan dan mengembangkan data penduduk
dalam database kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipH;

g. rr,eiaksanakan koordinasi, kajian dan penelitian dalam rangka
pengembangan pengolahan dan penyajian data penduciuk;

h. mengumpulkan data dan informasi administrasi kependudukan antar
lembaga;

i. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan data dan informasi hasH pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipH; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 25

(1) Seksi Statistik Vital Keperodudukan merupakan satuan kerja Bidang Data
dan Informasi dalam penyusunan statistik kependuduKan.

(2) Seksi Statistik Vital I<ependudlikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Data dan Informasi.

(3) Seksi Statistik Vital Kependudukan mempunyai tugas :

a. mE:,",yusun bahan rencana strategis dan rencana kmja dan anggaran
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan
stati'stik kependudukan;

d. menghimpun dan mengolah bahan pembentukan data penduduk;

e. menghimpun dan mengolah data dan informasi sebagai bahan
pembentukan statistik vital kependudukan:
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f. menfwsun statistik kependudukan;

g. merrlutakhirkan data statistik berdasarkan pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

h. menguordinasikan pelaksanaan penyusunan statistik vital
kependudukan antar lembaga terkait;

i. menyajikan profil penduduk;

j. melaksanakan pengembangan dan evaluasi penyusunan statistik vital
kependudukan;dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Statistik Vital Kependudukan.

Pasal 26

(1) Seksi Pemanfaatan Data d::m Informasi merupakan satuan kerja Bidang
Data dan Informasi dalam pemanfaatan data dan informasi c;dministrasi
kependudukan.

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi dipimpin l:ileh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepola Bidang Data don Informasi.

(3) Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana scrategls dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perr,anfaatan
d2ta dan informasl kependudukan;

d. mA'lgoordinasikan pelayanan data dan inforrrlasi administrasi
kependudukan;

e. melaksanakan pemanfaatan data dan informasi kependudukan;

f. mendistribusikan data dan informasi kependudukan untuk kepentingan
perumusan kebija~.an di bidang pemerintahan dan pembangunan;

g. melakukan pengembangan dan evaluasi pemanfa'.ltan data dan
informasi kependudukan;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Data dan Informasi Kependudukan;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilltas Bidang Data dan Informasi; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pemanfaatan Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh

Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan

Pasal 27

(1) Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan
merupakan unit kerja Iini Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
pelaksa'laan penertiban dan kerja sama ke[lendudukan.
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(2) Bldang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan
mempunyoi tugas melaksanakan penertiba:1 dan kerjasama administrasi
kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan menyelenggarakan
fungsi :

mobilitas/penataan persebaran
penduduk serta pembangunan

perundang-undanganperaturan

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dar anggaran Bidang
Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pclaksanaan anggaran
Biriang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan;

c. penyusunan kebijakan, pe,doman dan stpndar teknis pelaksanaan
penertiban dan kerja sama administrasi kepe"dudukan;

d. pelaksanaan koordinasi penertiban dan kerjasama administasri
kependudukan;

e. pcngawasan dan pengendalian mobilitas penduduk melalui tertib
administrasi kependudukan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan penertilJan dan kerjasama
administrasi kependudukan;

g. pengoordinasian penegakan
ad:ninistrasi kependudukan;

h. penyelesaian permasalahan pelayanan administrasi kependudukan;

i. i=oembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam
administrasi kependudukan;

j. pengkajian dan pengendalian
penduduk dan perlindungan
berwawasan kependudukan;

k. pelaksanaan pemprosesan pelanggaran peraturan administrasi
kependudukan untuk diajukan ke pengadilan serta mempersiapkan
pemulangan ke daerah asal;

I. pelaksanaan pembinaan aparal teknis penertiban, ;Jolisi khusus
kependudukan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban Bidang Penertiban dan Kerjasama
.A,dministrasi Kependudukan.

Pasal 29

(1) Seksi Penertiban merupakan satuan kerja Bidang Penertiban dan
Kerjasama Administrasi Kependudukan dalam pelaksan3an penertiban
kependudukan.

(2) Seksi Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang ber:<edudukan
dJ bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penertiban dan
Kerjasama Administrasi Kependudukan.
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(3) Seksi Penertiban mempunyai tugas :

a. menyusun ba~an rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bluang Penertlban dan \<erjasama Administrasi Kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

h. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan stand3r teknis penertiban
administrasi kependudukan;

d. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penertiban, pengendalian
kependudukan dan pengawasan mobilitas orang asing melalui tertib
administrasi h.ependudukan;

e. melaksanakan pengembilngan dan evaluasi pelaksanaan penertiban
administrasi kependudukan;

f. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penerbitan dokumen
kependudukan;

g. menerima laporan dan menyelesaikan permasalahan administrasi
kependudukan;

h. melaksanakan pembinaan aparat teknis pelaksanaan penertiban
administrasi kependudukan;

i. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberkasan berita acara
pemeriksaan dugaan pelanggaran pidana administrasi kependudukan
dan sengketa administrasi kependudukan;

j. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting untuk kepentingan lembaga terkait; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penertiban.

Pasal 30

(1) Seksi Kerjasama Administrasi Kependudukan merupakan satuan kerja
Bidang ?enertiban dar. Kerjasama Administrasi Kependudukan dalam
pelaksanaan kerja sama mobilita.s penduduk.

(2) Seksi Kerjasama Administrasi Kependucukan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada
Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan.

(3) Seksi r<erjasama Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Penertiban dan Kerjdsama Administrasi Kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
kerjasama mobilitas pendudl'k;

d. me~yusun dan mengembangkan pola kerja sama administrasi
kependudukan;

e. menyusun bahan rencana kerja sama pengelolaan data dan informasi
at:coinistrasi kependudukan;
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<

i.

I.

j.

memproses dan menganalisis tawaran/u5ulan/permohonan kerja sama
pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan;

g. melaksanakan koordinasl kerja sama kependudukan;

h. menghimpun, mengolah, menyusun dan melaksanakan program Iintas
instansi pemerintah dar, lintas daerah dalam rangka pengendalian
mobilitas penduduk;

melaksanakan pengembangan dan evaluasi pengendalian mobilitas
penduduk antar daerah;

mengoordinasikan penyusunan bahan ren~ana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi
Kependudukan;

k. r.1engoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi
Kependudukan;dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kerjasama Administrasi Kependudukan.

Pasal 31

(1) Seksi Sosialisasi merupakan satuan kerja Bidang Penertiban dan
Kerjasama Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan penyuluhan
administrasi kependudukan.

(2) Seksi Sosialisasi dipimpin oleh seorang Kepal" Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penertiban dan
Kerj3sama Administrasi Kependudukan.

(3) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas :

a. m6nyusun oahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen ~elaksanaan anggaran
Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis sosialisasi
kependudukan;

d. menyiapkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi
kependudukan;

e. melnksanakan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi
kependudukan;

f. melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam
adrliinistrasi kependudukan;

g. melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan,
publikasi dan sosialisasi data, informasi d:m kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Sosialisasi.

Bagian Kedelapan

Suku Dinas Kota

Pasal 32

(1) Suku Dinas Kota merupakan unit kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada Kota Administrasi.

•
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(2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepadCi Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 33

(1) Suku Dinas Kota mempunyai lugas melaksanakan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas seoagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku
Dll1as Kota menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota;

c. pcngumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pemanfaatan
data dan informasi kependudukan pada lingkup Kota Administrasi;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengend'alian mobilitas penduduk
melalui tertib administrasi kependudukan pada lingkup Kota
Administrasi;

e. peiaksanaan pelayanan administrasi kepenaudukan lermasuk
pelayr.man yang bersifat khusus dan penduduk rentan adminislrasi
kependudukan;

f. J)elaksanaan pencatatan sipil bagi WNI;

g. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pe:tanggungjawaban penerimaan reiribusi dan d\3nda administrasi
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

h. penegakan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan
pada Iingkup Kota Administrasi;

i. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam
adm:nistrasi kependudukan;

j. peiaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pada lingkup Kota
Administrasi;

:< pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

I. pelaksanaan kegiatan ketalausahaan dan kerumahtanggaan Suku
Dinas Kola;

m. pelaksanaar, publikasi kegialan, upacara dan pengaluran acara Suku
Di,las Kola;

n. penyediaan, penalausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawalan
prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kola;

o. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kola;

p. pelaksanaan supervisi lerhadap pendaftaran penduduk oleh Seksi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan; dan

q. pel3poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pe!aksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf q, untuk leknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas
dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
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Pasal34

Susunan Organisasi Suku Dinas Kota terdiri dari :

a. Kepalil Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pendaftaran Penduduk;

d. Seksi Pencatatan Sipil;

e. Seksi Data dan Informasi;

f. Seksi Penertiban dan Kerja Sama Administrasi Kependudukan; dan

g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dil11aksud dalam Pasal 33;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi rlengan SKPD/UKPD dan/atau
instaniii pemerintah/swasta dalam rangka pe!;:iksanaan tugas dan fungsl
Suku Dinas Kota; dan

d. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kola.

Pasal 30

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja jan anggaran, serta
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dina,s Kota;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;

e. IT'e!aksanakan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

f. melaksanakan kegialan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Suku Dinas Ko~a;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kola;

h. melaksanakan kegiat2n pemeliharaan kebersihan, keindahan.
keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota;

i. melaksanakan kegialan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana kerja Suku Dinas Kota;

j. melaksanakan pengelolaan ruang rapatJpertemuan Suku Dinas Kota;

k. melaksanakan upacara kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas
Kota;

I. menghimpun, menganalisis rian mengajlJkan kebutuhan penyediaan
dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
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m. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana
kerja Suku Dinas Kota;

11. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada SulDbagian Keuangan untuk
dibukukan;

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerje dan anggaran Suku Dinas Kota;

p. mengQord!nasikan penyusunan lapol'an keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasai 37

(1) Seksi Pendaftaran Pendud~k merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk.

(2) Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkecudukan di bawah di'ln bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pelayanan pendaftaran penctuduk;

d. rT:6laksanakan verifikasi dan validasi data dan inf::Jrmasi pendaftaran
penduduk;

e. menerbitkan surat keterangan biodata penduduk dan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el);

f. menerbitkan surat keterangan pindah penduduk WNI antar
Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi;

g. mellerbilkan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar
Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi;

•
h. menerbitkan surat keterangan lahir mati untuk orang asing;

i. menerbitkan surat keterangan pengganti (anda identitas;

j. menerbitkan surat keterangan kemi'ltian orang asing;

k. menerbitkan dokumen penduduk WNI yang bflrtransmigrasi dan
petugas rahasia khusus;

I. melaksanakan penyimpanan dan perneliharaan dokumen hasil
pendaftaran penduduk;

m. menyelenggarakan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan;

n. melaksanakan supervisi terhadap pendaftaran penduduk oleh Seksi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan;

o. rn:;ndokumentasikan hasil pendaftaran penduduk rada lingkup Kota
Administrasi; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pendaftaran Penduduk.
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Pasal 38

(1) Seksi Pencatatan Sipil merupakc:n saluan kerja lini Suku Dinas Kota dalam
pelaksanaan pencatatan sipi!.

(2) Seksi Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepaln Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. i(,8laksanakan pencatatan peristiwa penting VVNI, yang meliputi
kelahiran, per!<awinan, perceraian, kematian, pengakuan anak,
pengesahan anak dan pengangkatan anak;

d. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi pencatatan sipil
WNI;

e. menerbitkan akta catatan sipil WNI, yang meliputi akta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak,
akta pengesahan anak dan pengangkatan anak;

f. mEndokumcntasikan hasil pencatatan sipil; dan

g. melaporkan dan menyampaikan pelaksanaan tUg8S Seksi Pencatatan
Sipi!.

Pasal39

(1) Seksi Data dan Informasi merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota
dalam pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan.

(2) 3eksi D2ta dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rer.cana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data dan
informasi ·adminis!rasi kependudukan lingkup Kota Administrasi;

d. melaksanaan koordinasi dengan UKPD dan/atau instansi
pemerintahh;wasta terkait, dalam rangka pengumpulan dan
pemanfaatan data dan informasi kependudukan;

e. menghimpun data pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk
yang beragClma Islam dari Kantor Urusan Agar,la dan Pengadilan
Aoama untuk diolah dan disajikan;

f. mendistribusikan dat8 kependudukan untuk kepentingan pemerintahan
dan pembangunan Kota Administrasi;
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g. menyajikan profil penduduk dan statistik vital kependudukan Iingkup
Kota Administrasi; dan

h. melaksanakan pelayanan data dan informasi kependudukan;

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Data dan Informasi.

Pasal40

(1) Seksi Penertiban dan Kerja Sama Administrasi Kependudukan merupakan
satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penertiban dan kerja
sama Administrasi kependudukan.

(2) Seksi Peneltiban dan Kerja Sama Adm;nistrasi Kependudukan dipimpin
oleh seorang Kepala Sal<si yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Penertiban dan Kerja Sama Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. meliJksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan penyusunan rencana
r;enegakan peraturan dan kerja sama administrasi kependudukan;

d. melaksanakan penertiban mobilitas penduduk melalui tertib
administrasi kependudukan;

e. melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penerbitan
dokL:men kependudukan dJ Iingkup Kota Administrasi, Kecamatan dan
KGlurahan:

f. melaksanakan pengusutan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak
pidana administrasi kependudu,kan di lingkup Kota Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan;

g. menerima dan menyelesaikan laporan permasalahan pelayanan
ad,llinistrasi kependudukan;

h. m'3nyiapkan pelaksanaan kerja sama penertiban administrasi
kependudukan;

i. menlberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting untuk kepentingan lembaga terkait;

j. melaksanakan penyuluhan administrasi kependudukan; dan

k. mel3porkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penertiban dan Kerja Sama Administrasi Kependudukan.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Kabupaten

Pasal 41

(1) Suku Dillas Kabupaten merupakan unit kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipi! pada Kabupaten Administrasi.
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(2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
!F.lwab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jaw3b kepada Bup<:.ti.

Pasal 4?-

(1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku
Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kabupaten;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten;

c. pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pada lingkup
wilayah Kabupaten Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan
pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada lingkup
Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobiiitas penduduk pada
lingkup Kabupaten Administrasi;

f. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan termasuk
pelayanan yang bersifC'.t khusus, peristiwa penting dan penduduk
rentan admir.istrasi kependudukan;

g. pem:.Jngutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawabF.ln penerimaan retribusi dan denda administrasi
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

h. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
administrasi kependudukan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

i. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam
administrasi kependudukan;

j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perF.lwatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KabupatGn;

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas
Kabupaten;

I. pt:liaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku
Dinas Kabupaten;

m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas
Kabupaten;

n. pelaksanaan pencatatan sipil;

o. (:'elaksanaan supervisi terhadap Seksi Dinas Kependudukan' dan
Pencatatan Sipil Kecamatan;

p. pengelolaan ~earsipan Suku Dinas Kabupaten; dan

q. pel:~poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, untuk
{eknis dan adrninistrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada
Kepala Dinas dan untuk operasional disarnr-aikan oleh Kepala Suku Dinas
kepada Bupati.
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Pasal 43

Susunan organisasi Suku Dinas Kab;Jpaten, terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

0. Subb3gian Tata Usaha;

c. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

d. S",ksi Data Informasi dan Penartiban; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan Fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal<i2;

b. mtmgoordinasikan pelaksanaan tugas Subbe.gian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksan-aan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

Pasal 45

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
uinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bc:han rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sul:u Dinas Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kabupaten;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas
Kabupaten;

3. melaksanakan pengelo!aan keuangan dan barang Suku Dinas
Kabupaten;

f. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kelumahtanggaan
Suku Dinas Kabupaten;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten;

~. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, i<eindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kabupaten;

i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
SClrana kerja Suku Dinas Kabupaten;

j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas
K3bupaten;
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k. melaksanakan upacara kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas
Kabupaten;

I. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan penyediaan
dan pemeliharaan/perawatan Suku Di'las Kabupaten;

m. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana
kantor Suku Dinas Kabupaten;

n. menyampaikan dokumen penerimaan, pelilyimpanan, pendistribusian
dan pen'ghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibllkukan;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku D:nas Kabupaten; dan

p. melpporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha,

Pasal46

(1) Seksi Pendafta,an Penduduk dan Pencataian Sipil merupakan satuan
kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pendaftaran
penuuduk dan pencatrltan sipil. .

(2) Seksi Pel"'daftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang
Kepal& Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pendaftaran Penduduk dal:1 Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melak8anakan pelayanan pendaftaran dan penerbitan dokumen
kependudukan berupa surat biodata pendyduk, Kartu Keluarga (KK),
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), surat keterangan
kependudukan, surat keterangan pindah pendudl.:k WNI antar
Kota/Kabupaten dalam satu provinsi qan antar provinsi, surat
keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kota/Kabupaten
dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan lahir mati
untuk orang asing, surat keterangan peng~anti tanda identitas, surat
keterangan kematian Warga Negara Asing (WNA), pendataan
penduduk rentan administrasi kependudukan;

d. menerbitkan NomoI' Induk Kependudukan (NIK);

e. melaksanakan pelayanan pencatatan penistiwa penting WNI, yang
meliputi, kelahiran, perkawinan, percerafen, kematian, pengakuan
anak, pengesahan anak dan pengangkatananak;

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informrlsi dalam pelayanan
pendaftaran admiroistrasi kependudukan;

g. menerbitkan akta catatan sipil WNI, yang nneliputi, akta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak,
akta pengesahan anak dan pengangkatan anak;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendaftaran administrasi
kependudukall;

i. mendokumentasikan hasil pendaftaran administrasi kependudukan;
dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.
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Pasal47

(1) Seksi Data Informasi dan PenertibaOi merupakan satuan kerja lini Suku
Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan penertiban administrasi kependudukan.

(2) Seksi Data Informasi dan Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggiln9 jawab kepada Kepala
Suku Oinas.

(3) Seksi Data Informasi dan Penertiban mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelakanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penertiball administrasi kepenJudukan;

d. mf!IRksanakan kegiatan pengawClsan dan pengendalian mobilitas
kependudukan melalui tertib administrasi kependudukan;

e. menyelenggarakan pengawasan, pel1gusutan dan pemeriksaan
te~hadap dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

f. melakukan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan pengendalian
atas pelaksanaan administrasi kependudUikan di lingkup Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelur<lhan;

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan
instansi pamerintah/swasta terkait dalam rangka pengumpulan data
"ependudukan pada lingkup Kabupaten Adrroinistra.;i;

h. mengumpulkan data pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk
yang beragama Islam nari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan
Agama untuk diolah dan disajikan;

i. mulaksanakan kerja sama penartiban administrasi kependudukan;

j. IT'enerima dan menyelesaikan permasalahan pelayanan kependudukan;

k. melaksanaka'l monitoring dan pengawasan pelaksanaan penerbitan
dokumen kependudukan di Iingkup Kota Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

I. melaksanakan pengusutan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak
pidan3 administrasi kependudukan di Iingkup Kota Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan;

m. menerima dan menyelesaikan lapordn permasalahan pelayanan
administrasi kependudukan;

n. mEJmberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting untuk kepentingan lemba§la terkait;

c. menyiapkan pelaksanakan kerja sama penertiban administrasi
kependudukan;

p. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan memelihara data hasil
pendaftaran administrasi kependudukan pada Iingk'Jp Kabupaten
Administrasi;
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q. mendistribusikan data kependudukan untuk kepentingan pemerintahan
dan pembangunan Kabupaten Administrasi; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Data l:lformasi clan Penertiban.

Bagian Kesepuluh

Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan

Pasal 48

(1) Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan merupakan
satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Suku
Dinas Kota/Kabupaten.

(2) Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Pasal 49

Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KecamatRn mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan renr.ana kerja dan anggaran Suku
Dinas KotaiKabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tug8snya;

c. melaksanakan pelayc:nan pendaftaran administrasi kependudukan di
Kecamatan;

d. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan yang meliputi, Kartu
Keluarga (KK\, Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-el), surat keterangan
pindah penduduk WNI '3ntar Kecamatan dalam Kotc./Kabupaten, surat
keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu
Kota/Kabupaten, surat keterangan domisili sementara dan akta catatan sipil
WNI;

e. malakukan verifikasi dan validasi data dan informasi kelengkapan berkas
permohonan pemberian dokumen kependudukan yang meliputi, Kartu
I<elu&fga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronii\ (KTP-el), surat
keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kotal
Kabupaten, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar
Kecam.3tan dalam satu Kota/Kabupaten, surat keterangan domisili
sementara dan akta catatan sipil WNI;

f. mengoordillasikan kegiatan pendaftaran administrasi kependudukan
lingkup Kecamat'3n;

g. mengelola dan menyajikan data dan informasi administrasi kependudukan
Iingkup Kecamatan;

h. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
lingkup Kecamatan;
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i. melaksanakan monitoring, pAngendalian dan evaluasi terhadap kegiatan
pelayanan administrasi kependudukan pada satuan pelayanan registrasi
kependudukan dan pencatatan sipil Kelurahan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
O;nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.

Bagian Kesebelas

Sntuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kelurahan

Pasal 50

(1) Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kelurahar, merupakan satuan pelayanan Oinas i<epenaudukan dan
Pencatatan Sipil di bawah Seksi Oinas Kecamatan.

(2) Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kelurahan .dipimpin oleh seorang Keoala Satu:an PelC'yanan yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bClwah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan serta secara operasional dikoordinasikan Lurah.

(3) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada C'yat (2) bukan
jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan 01eh Kepala Oinas atas usul
Kepala Seksi Oinas Keptmdudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
melalui Kepala Suku Oinas dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.

Pasal 51

Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kelurahan mempunyai tugas :

a. mengusulkan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
yang dibutuhkan kepada Kepala Seksi Oinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan;

b. melaksanakan pelayanan penerimaan permohonan penerbitan dokumen
kependudukan WNI yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el), surat keterangan pindah datang penduduk
WNI dalam satu Kelurahan, surat keterangan pindah, surat keterangan
pindah datang penduduk WNI, surat keterangan kelahiran untuk penduduk
WNI, surat keterangan kematian WNI, surat keterangan lahir mati untuk
penduduk WNI dan pencatatan sipil;

c. melakukan yerifikasi dan validasi awal data da:l informasi kelengkapan
berkas permohonan penerbitan dokumen administra8i kependudukan;

d. mengeioia, menyajikan dan memelihara data dan infoi"masi administrasi
kependudukan lingkup Kelurahan;

e. melaksanakan penatausahaan retribusi pelayan:an pendaftaran administrasi
kependudukan yang diterima;

f. melaksanakan penatausahaan barang;

g. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Iingkup Kelurahan; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan.
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Bagian Keduabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipU dapat mempunyai Unit
Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada
masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas
dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja
Unit Pelaksc:na Teknis sabagaimana dimaksud pada ajat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Baginn Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal53

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mempunyai Jabatan
Fungsiona!. .

(2) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi!.

Pasal54

(1) Oalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsionnl dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan SipU dan Subkelompok Jabatan
Fungsional untuk Iingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkeiompok Jaoatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan· Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas.

(3) KetuCl Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada Clyat (2) diangkat ol'3h Kepala
Dinas dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat
Fungsional sesuai keunggulan kompetensi, pengE.tahuan, keahlian dan
integritas yang dimUiki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan SipU diatur d;engan Peraturan Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan.

BABIV

TATAKERJA

Pasal55

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan SipU wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Kaoala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/sV"lasta terkait, dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal56

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepa;la Seksi, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efisiensi.

Pasal57

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sip!1 wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan
bimbir,gan, memberikan petunjuk peiaksanaan tuga:;, membina dan
,nenilai kinerja bawahan masing-masiOlg.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
K:epala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Kependudukan
dan Pe;lcatatan Sipil wajib mengikuti dan mE;lmatuhi perintah kedinasan
atasa:l masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal 58

Kepala Dinas, Sskretaris Dinas, Kepala B!dang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala'Seksi dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsiunal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib
mengawusi dan mengendalikan pelaksanaan tug,,\s baw::! :::n masing-masing
serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlykan apabila menemukan
adanya penyimpanga:l dan/atau indikasi penyimpamgan.

Pasal59

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subb~gian, Kepala Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimanfl dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
psngambilan keputusan sesuai dengan kewenangan rr,asing-masing.

Pasal 60

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, kC'tatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal61

(1) Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana djmaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perund::lng-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mendapat pembinaan dari Sekrp.taris Daerah melalui
BKD dan BiroOrganisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 62

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas I<ependudukan dan
Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal 63

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupal<an pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal64

(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebc.gai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan
status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-unda!1gan di bidang pengelolaan barang milik
negara/daerah.
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Pasal65

(1) Pras::lrana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari
pihak ketiga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur r.lelaiui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus seba~ai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal66

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dan menyampaikan
laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanall dan/atau sewaktu
w2ktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian:

b. keuangan;

c. barang;

d. kir.erja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal67

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Kependudukan men~embangkan sistem

pengendalian internal.

BABIX

PENGAWASAN

Pasal68

Pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tUg2S memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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Pasal65

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari
pihak ketiga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
ranyka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKI\D selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal66

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dan menyampaikan
lapor~n berkala tahunan, semester, triwulan, bulanar. dan/atau sewaktu
waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

h. keuangan;

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kpgiatan.

Pasal67

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Kependudukan mengembangkan sistem
pengendalian internal.

BABIX

PENGAWASAN

Pasal68

Pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dilaksanak3n oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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Pasal65

(1) Prasardna dan sarana kerja yang diterima oleh Dina:> Kepcndudukan dan
Pencatatan Sipil dalam bentuk pemberiar. hibah atau bantuan barang dari
pihak ketiga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsiroya merupakan penerimaan barang
uaerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur mela!ui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABiUTAS

Pasal 66

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dan menyampaikan
lapomn berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu
waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebag3imana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kelJegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal67

Dalam rangka akuntabilit8s Dinas Kependudukan mengembangkan sistem
pengendalian internaL

"

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 68

Pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diiaksanakan oleh :

a. Lemba(Ja Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tangglJng jawab keuangan neg8ra; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal69

(1) Formasi Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuan~an daerah dan prioritas daerah.

(2) Kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 47
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas KependL'dukan dan
Pencatatan Sipil, dicabut dan d!nyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya da!am Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUK'T. PIJRNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62110

~~ , sesuai dengan aslinya
LA~~.';, SEKRETARIAT DAERAH
'.7Z~~~{. 'SUS IBUKOTA JAKARTA,
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